BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR 40 TAHUN 2023
TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA

Menimbang :

KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten

Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 atas Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Buton Tengah diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati;

bahwa dengan adanya penyederhanaan birokrasi, perlu
dilakukan penyesuaian kedudukan, tugas, fungsi
susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf b, maka Peraturan Bupati Buton
Tengah tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah perlu
disesuaikan kembali, yang ditetapkan dengan Peraturan

Bupati.



Mengingat :

10.

11.

Undang-undang Nomor 07 Tahun 2022 tentang Provinsi
Sulawesi Tenggara,;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum  Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021
tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang
Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,

TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

—

»

Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah;

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip
Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

Bupati adalah Bupati Buton Tengah;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah;

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan
oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah
untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat;

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat atau
dari pemerintah provinsi kepada Daerah untuk melaksanakan
sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintah pusat atau pemerintah provinsi;

Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah yang bertugas
membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, dan
pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas
Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
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11.
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13.

14.

15.
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21.

22.

23.

24.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton
Tengah;

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut Sekretariat DPRD adalah Perangkat Daerah yang bertugas
menyelenggarakan pelayanan administrasi kesekretariatan dan
keuangan, serta pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi
DPRD;

Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu
Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan oleh Perangkat Daerah;

Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati
melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah;
Badan adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati
dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah;

Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang merupakan
Perangkat Daerah yang dipimpin oleh camat;

Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dipimpin oleh
kepala kelurahan yang disebut lurah;

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah
unsur pelaksana teknis pada Dinas dan Badan yang
melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan
teknis penunjang tertentu;

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;

Jabatan Administrasi adalah sekelompok Jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan;

Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah;

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang
berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu;

Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Fungsional pada Instansi Pemerintah;

Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung
jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik
serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;

Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah;



25. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab
mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat
pelaksana;

26. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan
Pengawas pada Instansi Pemerintah;

27. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai ASN yang
diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh
oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan
sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran
tugas;

28. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional
yang selanjutnya disebut Penyetaraan Jabatan adalah
pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional
melalui penyesuaian/inpassing pada Jabatan Fungsional yang
setara;

29. Kelompok Substansi adalah pengelompokan fungsi pokok dari
uraian fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan
Administrator;

30. Ketua Tim Kerja Kelompok Substansi adalah Pejabat Fungsional
hasil penyetaraan jabatan yang ditetapkan oleh Keputusan
Pejabat Pembina Kepegawaian atas wusulan pejabat yang
berwenang untuk melaksanakan uraian fungsi Kelompok
Substansi pada Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau
Organisasi Jabatan Administrator;

31. Kualifikasi dan Kompetensi Jabatan adalah tingkat pendidikan
dan kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas jabatan.

BAB II
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
Pasal 2
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah terdiri atas:

Sekretariat Daerah tipe B;

Sekretariat DPRD tipe C;

Inspektorat Daerah tipe B;

Dinas tipe A terdiri dari :

1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan urusan
Pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang kebudayaan;

2) Dinas Kesehatan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan
bidang kesehatan;

3) Dinas Sosial yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
sosial;

4) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
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5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)
12)
13)
14)

15)

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak;

Dinas Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pangan;

Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang
menyelenggarakan wurusan pemerintahan bidang komunikasi,
bidang informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang
menyelenggarskan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
dan pelayanan terpadu satu pintu;

Dinas Kepemudaan dan Olah Raga yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;

Dinas Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pariwisata;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
Dinas Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
kelautan dan perikanan;

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan
ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

. Dinas tipe B terdiri dari :

1)

2)

3)

4)

S)
6)

7)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang;

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat
dan kawasan pemukiman

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang  pengendalian
penduduk dan keluarga berencana;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
pertanian;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang koperasi, bidang usaha kecil dan
menengah;



f. Dinas tipe C terdiri dari :
1) Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
perhubungan;

g. Badan tipe A terdiri dari :

1) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan
bidang penelitian dan pengembangan;

2) Badan pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, bidang
pendapatan dan bidang asset;

3) Badan Penanggulanan Bencana Daerah (tanpa tipe) melaksanakan
fungsi penunjang penanggulangan bencana daerah.

h. Badan tipe B terdiri dari :

1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan

2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menelenggarakan
urusan pemerintah bidang badan penanggulangan bencana daerah

i. Badan tipe C terdiri dari :

1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian
dan pengembangan sumber daya manusia; dan

j- Unit Organisasi yang bersifat khusus RSUD;
k. Kecamatan tipe A terdiri dari :

1) Kecamatan Gu;

2) Kecamatan Lakudo;

3) Kecamatan Mawasangka;

4) Kecamatan Mawasangka Tengah;

5) Kecamatan Mawasangka Timur;

6) Kecamatan Talaga Raya; dan

7) Kecamatan Sangia Wambulu.

Pasal 3

(1) Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat dibentuk
kelurahan yang dipimpin oleh lurah sebagai perangkat Kecamatan.
(2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Kelurahan Bombonawulu dan Kelurahan Watulea, yang merupakan
perangkat Kecamatan Gu;
b. Kelurahan Boneoge, Gu Timur dan Lakudo yang merupakan
perangkat Kecamatan Lakudo;
c. Kelurahan Lakorua yang merupakan perangkat Kecamatan
Mawasangka Tengah;
d. Kelurahan Mawasangka dan Kelurahan Watolo, yang merupakan
perangkat Kecamatan Mawasangka;
e. Kelurahan Tolandona, yang merupakan perangkat Kecamatan Sangia
Wambulu;



f. Kelurahan Talaga I, yang merupakan perangkat Kecamatan Talaga
Raya.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT

(1)

(2)

(1)

DAERAH
Bagian Kesatu
Sekretariat Daerah
Paragraf 1
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 4

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah
yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang dalam melaksanakan
tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan
kebijakan dan  pengoordinasian administratif terhadap
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan
administratif.
Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara
pada instansi Daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

a0 o

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 5

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas:
a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas:
1. Kepala Bagian Pemerintahan, terdiri atas Kelompok Jabatan
Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
2.Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas Jabatan
Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
3. Kepala Bagian Hukum, terdiri atas Jabatan Pelaksana dan
Jabatan Fungsional.



(2)

(1)

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri atas :
1.Kepala Bagian Ekonomi dan SDA terdiri atas Jabatan
Pelaksana dan Jabatan Fungsional.

2.Kepala Bagian Pembangunan terdiri atas Jabatan
Fungsional.

3.Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas
Jabatan Struktural, Jabatan Pelaksana dan Jabatan
Fungsional.

d. Asisten Administrasi Umum, terdiri atas

1. Kepala Bagian Umum terdiri atas Jabatan Pelaksana dan
Jabatan Funsional.

2. Kepala Bagian Organisasi terdiri atas Jabatan Pelaksana dan
Jabatan Funsional.

3. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri
atas Jabatan Struktural, Jabatan Pelaksana dan Jabatan
Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran [ Peraturan
Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 6

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam
melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara
administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 7

Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan
mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam
melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.



(2)

(2)

(1)

Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;

Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan

Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan
oleh DPRD

a0 o

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 8

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri atas:
a. Sekretaris DPRD;
b. Kepala Bagian Umum dan Keuangan terdiri atas :
1) Bagian Umum
2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
c. Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan terdiri
atas Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
d. Kepala bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan terdiri
atas Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional.
Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan
Bupati ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 9

Inspektorat merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 10

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan
mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi



(2)

(1)

(2)

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat

Daerah.

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan,;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan Bupati;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

¢}

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 11

Susunan Organisasi Inspektorat terdiri atas:
a. Inspektur;
b. Sekretariat, terdiri atas :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
Inspektur Pembantu I;
Inspektur Pembantu II,;
Inspektur Pembantu III;
Inspektur Pembantu Investigasi;
g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
Bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

O e

Bagian Keempat
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 12

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 13

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan
dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang
tugasnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

(1)

a.

Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pendidikan
yang meliputi manajemen pendidikan, kurikulum, pendidik
dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra yang penuturnya
dalam Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya,;

Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pendidikan
yang meliputi bidang manajemen pendidikan, kurikulum,
pendidik dan tenaga kependidikan, bahasa dan sastra yang
penuturnya dalam Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;

. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya;

Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan;

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 14

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri
atas:

a.

b.

C.

Kepala Dinas;
Sekretariat, terdiri atas :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar terdiri atas :
1) Seksi Pembinaan Pendidikan Dasar;

2) Seksi Sekolah Menengah

3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana



(2)

(2)

d. Bidang Pendidikan Guru Dan Tenaga Kependidikan terdiri atas

1) Seksi Pembinaan Ketenagaan;
2) Seksi Pengembangan Profesi Guru
e. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Masyarakat terdiri
atas :
1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
2) Seksi Pendidikan Masyarakat;
3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
f. Bidang Kebudayaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
dan Pelaksana
Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan
Bupati ini.
Bagian Kelima

Dinas Kesehatan
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

Dinas Kesehatan merupakan wunsur pelaksana urusan
pemerintahan bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 16

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang
diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan kesehatan yang
meliputi upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM)
kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan
minuman, serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
sesuai dengan lingkup tugasnya;



b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan kesehatan

yang meliputi upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM)
kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan
minuman, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
sesuai dengan lingkup tugasnya;

. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya; d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 17

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas:
a. Kepala Dinas Kesehatan;
b. Sekretaris Dinas Kesehatan terdiri atas :

f.

1) Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum,;
2) Sub Bagian Program, Informasi dan Humas; dan
3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

Kepala UPTD;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan
Bupati ini.

Bagian Keenam
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 18

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata
ruang.



(2)

(1)

(2)

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi
Pasal 19

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang mempunyai tugas

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang

pekerjaan umum dan Tata Ruang yang menjadi kewenangan

Daerah serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah

sesuai bidang tugasnya.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi:

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pekerjaan
umum dan tata ruang sesuai dengan lingkup tugasnya,;

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pekerjaan
umum dan Tata Ruang sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 20

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
terdiri atas:

a. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;

b. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang terdiri atas

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
c. Bidang Bina Marga dan SDA terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana;



(2)

(2)

d. Bidang Cipta Karya terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
dan Pelaksana;

e. Bidang Tata Ruang terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
dan Pelaksana;

f. Bidang Teknik dan Jasa Konstruksi terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan

Ruang dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 21

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 22

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan yang

menjadi kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan sesuai

bidang tugasnya.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan  kebijakan  penyelenggara ~dan = kawasan
Permukiman sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan Perumahan
rakyat dan kawasan Permukiman sesuai dengan lingkup
tugasnya;



(1)

(2)

(2)

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 23

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan terdiri atas:
a. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan;
b. Sekretaris Dinas terdiri atas :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2) Sub Bagian Program dan Keuangan
c. Kepala Bidang Perumahan terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana;
d. Kepala Bidang Kawasan Pemukiman terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
e. Kepala Bidang Pertahanan terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Perumahan, Kawasan
Pemukiman dan Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan
Dinas Sosial
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 24
Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan
bidang sosial.
Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

Kepala  Dinas yang  berkedudukan di bawah  dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 25

(1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah
sesuai bidang tugasnya.

(2) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a.

Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan sosial yang
meliputi pemberdayaan sosial, penanganan warga negara
migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial,
perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan
pengelolaan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan sosial yang
meliputi pemberdayaan sosial, penanganan warga negara
migran korban tindak kekerasan, rehabilitasi sosial,
perlindungan dan jaminan sosial, penanganan bencana, dan
pengelolaan taman makam pahlawan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

tugas dan fungsinya.
Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri atas:

a.
b.

Kepala Dinas Sosial,

Sekretaris Dinas Sosial terdiri atas :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2) Kelompok Jabatan Fungsional danPelaksana.

. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;



(1)

(1)

d. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

e. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

f. Kepala Bidang Perencanaan terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII
Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 27

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang
transmigrasi.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 28

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang
tenaga kerja dan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan
Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah
sesuai bidang tugasnya.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan tenaga kerja,
dan transmigrasi yang meliputi pelatihan kerja dan
produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja,
hubungan industrial, perencanaan kawasan transmigrasi,
pembangunan kawasan transmigrasi dan pengembangan
kawasan transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;



(1)

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan tenaga kerja,
dan transmigrasi yang meliputi pelatihan kerja dan
produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga Kkerja,
hubungan industrial, perencanaan kawasan transmigrasi,
pembangunan kawasan transmigrasi dan pengembangan
kawasan transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 29

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja terdiri atas:

a. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

b. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(2) Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan, Pengembangan Dan
Produktifitas Tenaga Kerja terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana;

(3) Kepala Bidang Hubungan Industrial terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

(4) Kepala Bidang Perencanaan Kawasan Transmigrasi terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

(5) Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Transmigrasi terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX Peraturan

Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 30

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
merupakan wunsur pelaksana wurusan pemerintahan bidang
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas



(1)

(2)

yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 31

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga
berencana, yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas

Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang

tugasnya.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pengendalian
penduduk, keluarga berencana, yang meliputi pengendalian
penduduk, Keluarga Berencana (KB), keluarga sejahtera,
kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, dengan
lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pengendalian
penduduk, keluarga berencana (KB), keluarga sejahtera,
kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, dengan
lingkup tugasnya;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 32

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana terdiri atas:
a. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;
b. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana terdiri atas :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.



(2) Kepala Bidang Pengendalian Penduduk terdiri atas Kelompok

Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

(3) Kepala Bidang Keluarga Berencana terdiri atas Kelompok Jabatan

Fungsional dan Pelaksana; dan

(4) Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

(5) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan

(1)

Keluarga Berencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran X Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 33

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
merupakan wunsur pelaksana wurusan pemerintahan bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 34

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan

pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan

Anak, yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan

yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Pelindungan Anak;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Pelindungan Anak dengan lingkup tugasnya;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sesuai dengan
lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan



e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 35

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Pelindungan Anak, terdiri atas :

(2)

(1)

a.

b.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan
Anak;

Sekretaris Dinas terdiri atas :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas
Keluarga terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana;

Kepala Bidang Data Dan Informasi Gender Dan Anak terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dan Hak Khusus
Anak terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana;

Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas
Jabatan Struktural, Jabatan Pelaksana dan Jabatan
Fungsional;

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Pelindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduabelas
Dinas Pertanian

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 36

Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana sebagian urusan
pemerintahan bidang pertanian.

Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2



(1)

(2)

(1)

Tugas dan Fungsi
Pasal 37

Dinas Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang
diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pertanian yang
meliputi sarana pertanian, prasarana pertanian, pengendalian
dan penanggulangan bencana pertanian, rekomendasi
perizinan usaha pertanian, penyuluhan pertanian, sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pertanian
yang meliputi sarana pertanian, prasarana pertanian,
pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian,
rekomendasi perizinan usaha pertanian, penyuluhan
pertanian, sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 38

Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris Dinas terdiri atas :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

c. Kepala Bidang Tanaman Pangan terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana;

d. Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultural terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

e. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

f. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

g. Kepala Bidang Penyuluhan terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana.



(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XII Peraturan
Bupati ini

Bagian Ketigabelas
Dinas Pangan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 39

(1) Dinas Pangan merupakan unsur pelaksana sebagian urusan
pemerintahan bidang pangan.

(2) Dinas Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala  Dinas yang  berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 40

(1) Dinas Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan bidang Pangan yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan
kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

(2) Dinas Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan Pangan yang
meliputi penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan
kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan,
penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan Pangan yang
meliputi penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan
kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan,
penanganan kerawanan pangan dan keamanan pangan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.



(1)

(1)

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 41

Susunan Organisasi Dinas Pangan terdiri atas :

a. Kepala Dinas Pangan;

b. Sekretariat Dinas Pangan terdiri atas :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian: dan
2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

c. Kepala Bidang Ketersediaan Dan Kerawanan Pangan terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

d. Kepala Bidang Distribusi Dan Cadangan Pangan terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

e. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

f. Kepala Bidang Keamanan Pangan terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Belas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 42

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur
pelaksana  urusan pemerintahan bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 43

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan
kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.



(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:

(1)

a.

Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi pendaftaran
penduduk, pencatatan  sipil, pengelolaan  informasi
administrasi kependudukan, dan profile kependudukan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi pendaftaran
penduduk, pencatatan  sipil, pengelolaan  informasi
administrasi kependudukan, dan profile kependudukan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup

tugasnya;
Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Susunan Organisasi

Pasal 44

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
terdiri atas:

a.
b.

7)

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri
atas :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan

3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

Kepala Bidang Pengolahan Informasi Administrasi
Kependudukan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana;

Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran XIV Peraturan Daerah ini.



(1)

(2)

(2)

Bagian Kelima Belas
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 45

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 46

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik,
persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas

Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang

tugasnya.

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan komunikasi
dan informatika, statistik dan persandian yang meliputi
informasi dan komunikasi publik, aplikasi informatika,
statistik sektoral, dan persandian untuk pengamanan
informasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan komunikasi
dan informatika, statistik dan persandian meliputi informasi
dan komunikasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral,
dan persandian untuk pengamanan informasi sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3



Susunan Organisasi
Pasal 47

(1) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian terdiri atas:

a. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian;

b. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian terdiri atas :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana,;

3) Kepala Bidang Informasi Publik Dan Diseminasi Informasi
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

4) Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dan Sarana Komunikasi
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

S5) Kepala Bidang Statistik terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana;

6) Kepala Bidang Persandian terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika,

Statistik dan Persandian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Belas
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 48

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan unsur

pelaksana urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil

menengah;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi:

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan Kkoperasi,
usaha kecil dan menengah, sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan koperasi,
usaha kecil dan menengah, sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.



(1)

(2)

(1)

(2)

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 49

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan

Daerah serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah

sesuai bidang tugasnya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi:

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan koperasi,
usaha kecil dan menengah sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan koperasi,
usaha kecil dan menengah, sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 50

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
terdiri atas:
a. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
b. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri
atas :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Kepala Bidang Koperasi terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana;
d. Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
e. Kepala Bidang Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

(1)

(2)

Bagian ketujuh Belas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 51

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
penanaman modal dan unit pelayanan terpadu satu pintu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekaligus
menjadi kepala unit pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 52

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan
pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi
kewenangan Daerah, dan unit pelayanan terpadu satu pintu serta
Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang
tugasnya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (1)

menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan penanaman
modal yang meliputi pengembangan iklim penanaman modal,
promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal,
pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan
data dan sistem informasi penanaman modal sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan penanaman
modal yang meliputi pengembangan iklim penanaman modal,
promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal,
pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan
data dan sistem informasi penanaman modal sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
terpadu satu pintu;

d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;



(1)

(1)

(1)

e. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 53

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu terdiri atas:
a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;
b. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu terdiri atas :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
3) Kelompok Jabatan Fungsional
Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Belas
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 54

Dinas Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur pelaksana
urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 55

Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu
Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan
dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang
tugasnya.



(2) Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

(2)

a.

Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan kepemudaan
dan olahraga yang meliputi kepemudaan, keolahragaan dan
kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan kepemudaan
dan olahraga yang meliputi kepemudaan, keolahragaan dan
kepramukaan sesuai dengan lingkup tugasnya;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 56

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri

atas:

a. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga;

b. Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga terdiri atas :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

c. Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

d. Kepala Bidang Pengembangan Pemuda terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

e. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

f. Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
XVIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan Belas
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 57



(2)

(2)

(1)

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah merupakan unsur
pelaksana wurusan pemerintahan bidang perpustakaan, dan
kearsipan Daerah.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 58

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang
perpustakaan dan bidang kearsipan Daerah yang menjadi
kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan
kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi:

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan perpustakaan
dan kearsipan Daerah yang meliputi pembinaan
perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno,
pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan
perizinan penggunaan arsip sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perpustakaan
dan kearsipan Daerah yang meliputi pembinaan
perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno,
pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip, dan
perizinan penggunaan arsip sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 59

Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
terdiri atas:
a. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;



(2)

(1)

(2)

(2)

b. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah terdiri
atas :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

c. Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

d. Kepala Bidang Pelestarian Bahan Pustaka terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

e. Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran XIX Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh
Dinas Perikanan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 60

Dinas Perikanan merupakan wunsur pelaksana urusan
pemerintahan bidang sub urusan kelautan dan perikanan.

Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 61

Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang sub urusan

kelautan dan perikanan sub urusan perikanan yang menjadi

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan sesuai yang

diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

Dinas Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan sub urusan di bidang
perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya,;

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan sub urusan di bidang
perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;



(1)

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 62

Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri atas:

a. Kepala Dinas Perikanan;

b. Sekretaris Dinas Perikanan terdiri atas :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

c. Kepala Bidang Pengembang Usaha Perikanan Tangkap terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

d. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Perikanan Budidaya
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

e. Kepala Bidang Perizinan, Pengolahan Dan Pengelolaan Tpi
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

f. Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Dan Pelestrian
Sumber Daya Perikanan terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX Peraturan

Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Satu
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 63

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan
unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan
ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan kebakaran.
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang



(1)

(2)

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 64

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai
tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan
bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan
masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan
sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan
Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah sesuai bidang
tugasnya.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan ketentraman
dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub
urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan
kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan ketentraman
dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub
urusan ketentraman dan ketertiban umum, dan sub urusan
kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 65

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran terdiri atas:

a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

b. Sekretaris Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran terdiri atas :



(1)

(2)

(1)

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
c. Kepala Bidang Pembinaan Dan Penegahkan Perda terdiri atas :
1) Kepala Seksi Bimbingan Dan Penyuluhan Penyegahkan
Perda
2) Kepala Seksi Hubungan Antara Lembaga
d. Kepala Bidang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman
Masyarakat terdiri atas :
1) Kepala Seksi Operasi, Pengendalian Dan Ketertiban Umum
2) Kepala Seksi Pelatihan Dan Mobilisasi
e. Kepala Bidang Pencegahan, Pemadaman Kebakaran Dan
Peralatan Penyelamatan terdiri atas :
1) Kepala Seksi Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran
2) Kepala Seksi Peralatan Dan Penyelamatan Kebakaran
f. Kepala Bidang Investigasi. Kejadian Kebakaran Dan
Pemberdayaan Masyarakat terdiri atas :
1) Kepala  Seksi  Pemantauan  Kejadian  Kebakaran,
Pengumpulan Data Dan Informasi Kebakaran
2) Kepala Seksi Penyuluh Dan Sosialisasi Pencegahan
Kebakaran
Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
XXI Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Dua
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 66

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur
pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 67

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan



(1)

(2)

Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah

sesuai bidang tugasnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi:

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemberdayaan
masyarakat dan desa yang meliputi penataan desa, kerja sama
desa, administrasi pemerintahan desa, dan lembaga
kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat
sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan
pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi penataan
desa, kerja sama desa, administrasi pemerintahan desa, dan
lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat
hukum adat sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 68

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

terdiri atas:

a. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

b. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri
atas :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2) Sub Bidang Perencanaan dan Keuangan.

3) Kepala Bidang Pemerintahan Desa terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

4) Kepala Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat, Sumber Daya Alam
dan Teknologi Tepat Guna terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana;

S5) Kepala Bidang Kelembagaan, Sosial, Budaya dan
Pemberdayaan Keluarga terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran XXII Peraturan Bupati ini.



(1)

(1)

(1)

Bagian Keduapuluh Tiga
Dinas Perhubungan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 69

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan bidang perhubungan.

Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 70

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang
diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan perhubungan
yang meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),
pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perhubungan
yang meliputi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ),
pelayaran, penerbangan dan perkeretaapian sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 71

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:
a. Kepala Dinas Perhubungan;
b. Sekretaris Dinas Perhubungan terdiri atas :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan



(2)

(2)

(2)

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
c. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan terdiri atas :
1) Kepala Seksi Lalu Lintas
2) Kepala Seksi Angkutan Darat
3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
d. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan terdiri atas :
1) Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan
2) Kepala Seksi Keselamatan
3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIII
Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Empat
Dinas Pariwisata
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 72

Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana urusan
pemerintahan bidang pariwisata.

Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin
oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 73

Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang
menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang
diberikan kepada Daerah sesuai bidang tugasnya.

Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pariwisata
yang meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata,
pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan
perlindungan hak kekayaan intelektual, pengembangan
sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pariwisata
yang meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata,
pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan
perlindungan hak kekayaan intelektual, pengembangan



(1)

2)

(1)

(2)

sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya; d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan
lingkup tugasnya; dan e. pelaksanaan fungsi lain yang
diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 74

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri atas:

a. Kepala Dinas Pariwisata

b. Sekretaris Dinas Pariwisata terdiri atas :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

c. Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

d. Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata terdiri
atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana,;

e. Kepala Bidang Pengembangan Usaha Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana;

f. Kepala Bidang Pengembangan Kelembagaan, Sumber Daya
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV

Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Lima
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 75

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur
pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2



(1)

(2)

(1)

Tugas dan Fungsi
Pasal 76

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang
perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan
bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang
perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai
dengan lingkup tugasnya,;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 77

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

terdiri atas:

a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri
atas :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

c. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana;

d. Kepala Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia
terdiri Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

e. Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian, Sda, Infrastruktur
Kewilayaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana;



(2)

(2)

(1)

(2)

f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran XXV Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Enam
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 78

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur
pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
keuangan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 79

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas
membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang keuangan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan

fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang
keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan
bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang keuangan
sesuai dengan lingkup tugasnya,;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
bidang keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 80



(1)

(1)

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri

atas:

a. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

c. Kepala Bidang Anggaran Penyusunan APBD terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

d. Kepala Bidang Pembedaharaan terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana;

e. Kepala Bidang Akutansi terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana;

Kepala Bidang Pengelolaan Aset terdiri atas Kelompok Jabatan

Fungsional dan Pelaksana.

Bagan Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

XXVI Peraturan Bupati ini.

Bagian Keduapuluh Tujuh
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 81

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
merupakan unsur pelaksana fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan
pelatihan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 82

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan
pemerintahan bidang kepegawaian serta pendidikan dan
pelatihan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyelenggarakan fungsi:



(2)

(3)

(1)

a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang
kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan
bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai
dengan lingkup tugasnya,;

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang
kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan
lingkup tugasnya;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sesuai
dengan lingkup tugasnya;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 82
Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia terdiri atas:
a. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia;
b. Sekretariat terdiri atas :
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaiann; dan
2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
c. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
Kepala Bidang Pengembangan dan Diklat terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
Bagan Susunan Organisasi Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Bupati
ini.

Bagian Keduapuluh Delapan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 83

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana
fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa
dan politik.



(2)

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 84

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas
melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang
kesatuan bangsa dan politik.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis fungsi penunjang urusan bidang
kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis fungsi penunjang urusan
bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan lingkup
tugasnya;

c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas
dukungan teknis fungsi penunjang urusan bidang kesatuan
bangsa dan politik sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan
bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan lingkup
tugasnya;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 85

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri

atas:

a. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

b. Sekretariat terdiri atas :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

c. Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter
Bangsa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan
Pelaksana;

d. Kepala Bidang Partai Politik Dalam Negeri terdiri atas Kelompok
Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

e. Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan
Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana;



f. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
XXVIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Puluh Sembilan
Badan Penaggulangan Bencana Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 86

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati.

(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 87

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas:

a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan
bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi
secara adil dan setara di tingkat kabupaten;

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan
penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan,;

c. Menyusun, menetapkan dan mengkonfirmasikan peta rawan
bencana;

d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan
bencana;

e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada
Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap
saat dalam kondisi darurat bencana;

f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan
barang;

g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang
diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan
Perundangundangan.



(2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha
penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:

(3)

a.

Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan
bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat
dan tepat, efektif dan efisien;

Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan
bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 88

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
terdiri atas:

a.
b.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
Sekretaris terdiri atas :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas :

1) Sub Bidang Pencegahan

2) Sub Bidang Kesiapsiagaan

Kepala Bidang Penanganan Darurat dan Logistik terdiri atas :
1) Sub Bidang Penanganan Darurat

2) Sub Bidang Logistik

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdiri atas :

1) Sub Bidang Rehabilitasi

2) Sub Bidang Rekonstruksi

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
XXIX Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Puluh
Dinas Lingkungan Hidup
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 89

(1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan
Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.



(2)

(1)

Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dinas.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 90

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup

yang menjadi kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan

sesuai bidang tugasnya.

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan Lingkungan
Hidup sesuai lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan Lingkungan
Hidup sesuai lingkup tugasnya;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 91

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas :

a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;

b. Sekretariat terdiri atas :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

c. Kepala Bidang Tata Lingkungan terdiri atas Kelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana;

d. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 terdiri atas
Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;

e. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
dan Pelaksana;

f. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
dan Pelaksana.



(2)

(1)

(1)

(2)

(1)

Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran
XXX Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Puluh Satu
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 92

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur
pelaksana urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan
Perdagangan;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 93

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas

membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan bidang

Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah

serta Tugas Pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan Perindustrian
dan Perdagangan sesuai lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan Perindustrian
dan Perdagangan sesuai lingkup tugasnya;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
tugasnya;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup
tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 91

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri
atas :



(1)

(2)

(2)

a. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
b. Sekretariatterdiri atas :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan

3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
c. Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan terdiri atas

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
d. Kepala Bidang Pengendalian Data Dan Informasi Industri

terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional danPelaksana;
e. Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri terdiri

atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
f. Kepala Bidang Metrologi terdiri atas Kelompok Jabatan

Fungsional dan Pelaksana.
Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran
XXXI Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Puluh Dua
Badan Pendapatan Daerah
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 95

Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana urusan
Pemerintahan bidang Keuangan sub bidang Pendapatan Daerah.
Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dinas.

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi
Pasal 96

Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan wurusan Pemerintahan bidang Keuangan sub

bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah

serta Tugas Pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang keuangan yang meliputi
perencanaan, pengembangan dan sistem informasi pendapatan
daerah, pengelolaan pendapatan daerah, serta pengendalian
dan evaluasi pendapatan daerah;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang keuangan yang
meliputi perencanaan, pengembangan dan sistem informasi



pendapatan daerah, pengelolaan pendapatan daerah, serta
pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;

c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan tugas
dukungan teknis dibidang keuangan yang meliputi
perencanaan, pengembangan dan sistem informasi pendapatan
daerah, pengelolaan pendapatan daerah, serta pengendalian
dan evaluasi pendapatan daerah;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah dibidang keuangan yang
meliputi perencanaan, pengembangan dan sistem informasi
pendapatan daerah, pengelolaan pendapatan daerah, serta
pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Susunan Organisasi
Pasal 97

(1) Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas :
a. Kepala Badan Pendapatan Daerah;
b. Sekretariat terdiri atas :
1) SubBagian Umum dan Kepegawaian; dan
2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
c. Kepala Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan
Daerah terdiri atas :
1) Sub Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah
2) Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah
d. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri atas :
1) Sub Bidang Pelayanan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2) Sub Bidang Pelaporan Pendapatan Daerah
e. Kepala Bidang Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Daerah
terdiri atas :
1) Sub Bidang Evaluasi Pendapatan Daerah
2) Sub Bidang Penagihan Pendapatan Daerah
(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran
XXXII Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Puluh Tiga
Kecamatan
Pasal 98

Kecamatan merupakan bagian wilayah dari Daerah yang dibentuk
dalam  rangka  meningkatkan  koordinasi  penyelenggaraan



pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa
dan kelurahan.

(1)

(2)

(3)

(4)

Paragraf 1
Kedudukan dan Tugas
Pasal 99

Kecamatan dipimpin oleh camat yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

tugas:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
pada tingkat kecamatan;

b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan
masyarakat;
c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum;

d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan
sarana pelayanan umum;

f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan
pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah
di tingkat kecamatan;

g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan
desa dan/ataukelurahan;

h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh
unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di
kecamatan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh
peraturan perundang- undangan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), camat melaksanakan tugas yang

dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah.

Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh

perangkat kecamatan.

Paragraf 2



(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

Susunan Organisasi
Pasal 100

Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :

a. Camat;

b. Sekretaris Camat terdiri atas Kelompok Jabatan Struktural dan
Kelompok Jabatan Pelaksana;

Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum;

Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial;

Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan;

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

g. Lurah terdiri atas Kelompok jabatan Struktural.

Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXIII
Peraturan Bupati ini.

Mo oo0

Bab IV
STAF AHLI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 101

Staf Ahli adalah unsur staf yang berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Staf Ahli mempunyai tugas membantu Bupati dalam
memberikan telaahan terkait permasalahan
pemerintahan daerah sesuai bidang tugasnya.

Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara
administratif dikoordinasikanoleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 102
Staf Ahli sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
b. Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
c. Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan.

Bab V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Umum



(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 103

Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan
Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang
dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas Pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan;

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga
fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala
Perangkat Daerah;

Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan
dan beban kerja;

Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan
ketentuan peratuan peundang-undangan.

Bab VI
TATA KERJA

Bagian Kesatu Umum
Pasal 103

Ketentuan yang menjadi tugas setiap Perangkat Daerah
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam
kegiatan operasional diselenggarakan oleh setiap unit
organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai
dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit
organisasi Perangkat Daerah dan Kelompok Jabatan
Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan
masing- masing, maupun antar satuan organisasi di
lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi
lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup
tugasnya.

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi setiap
bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(5) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 104

(1) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada
atasan masing-masing dan menyiapkan laporan
berkala tepat pada waktunya.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit
organisasi dari bawahannya wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih
lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

(3) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan
laporan disampaikan kepada satuan organisasi lain
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

(4) Dalam pelaksanaan tugas setiap unit organisasi di
bawahnya, pimpinan unit organisasi wajib mengadakan
rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan
kepada bawahan masing-masing,

(5) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara
penyampaian laporan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

Bab VII
PEMBIAYAAN

Pasal 105
Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan
fungsi organisasi Perangkat Daerah dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber
lain yang sah.

Bab VIII
Pasal 106

Ketentuan mengenai tugas, fungsi dan tata kerja masing-



masing unsur organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 107

a. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 36 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Perangkat Daerah;

b. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 40 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Tengah
Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

c. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 58 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tengah
Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

d. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 60 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Buton
Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah;

e. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 61 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

f. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 25 Tahun 2021
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Buton
Tengah Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 108

Peraturan Bupati ini mulai berlaku setelah dilakukannya
pengisian atau pelantikanjabatan Perangkat Daerah.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.
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HEFEGAWAIAN | | | FERLENGHAFAN
| ] ] ]
EIDANG EBIDANG EIDANG BIDANG
EINA MARGA STNMEBER EINA TEENIK & JASA
DATA ATR CIPTA HARYA TATA RUANG HEONSTRUKST
1 1 1 1
| | | |
H H H H
Eelompok Jabatan Eelompok Jabatan Helompok Jabatan
Fung=ional dan Fungsiomal dam Ee.]ul;-.;lp-n-d:-:lhi]tnn Fungsional dan
Pelakzana Pelakzana Fungsin Pe * Pelaksana

Pj. EUPATI BUTON TENGAH,

-
2 L

UF, M.Si.

Lampiran
Nomor

Tanggsl

Tentang

: Peraturan Bupati Buton Tengah

- Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjasn
Umurn dan Tata Pusng kakbupaten buton tengah



Lammpirsm : Peratursm Bupati Butocn Tengsi

Momuor :

Tangs=al

Tentang  Busunman COrgsmizasi dan Tata Kerja Dinas Peruamahan, Kawacan
» Permaltmwary  dan Pertanshan Kabupaten Buton Tengsh

BAGAN STRUKTUE ORGANISASI
DINAS PEEUMAHAN, KAWASAN PEEMUKIMAN DAN
PEETANAHAN KABEUPATEN BUTON TENGAH

KEPALA
]
SEERETARIS
i
HELOMPORE
JABATAN
FUNGSIONAL | |
SUE BAGLAN SUB BAGLAN
UMM DAN PROGERANM IDNAN
HEFEGAWALAN HETTAN GAN
EIDANG BIDANG BIDANG
FERUMAHAN HAWASAN PERMUKINMAN PERTAHANAN
| | |
1 1 1
EHelompol Jabatan Eelompok Jabatamn Helompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana Fungsional dan Pelalsana Fungsional dan Pelaksana

TFTD

Fj. EUPATI BUTON TENGAH




Lampiran

: Peraturan Bupati Buton Tengah

: Buzsunan Organizaci dan Tata Kerja Dinas

Sozial Kabupaten Buwmwn Tengalk:

Homor
Tanggal
Tentang
BAGAN
STRUKTUER ORGANISASI DINAS SOSIAL
HABUFPATEN BEUTON TENGAH
HEPALA
SEERETARIS
|
HETOBIPOE
JABATAN — e
FURGSIONAL [ 1
Eelomp-olk
SUB BAGIAN Jabatan
Fungsiomnal dan
FPelal=anna
TR TS B
HEFEGAWATLSN
1 1 1 1
BIDANG BIDANG EIDANG EIDANG
PERLINDUNGAN DARN REHAEITITTAST FEMEBEERT AT AAR
STARMTHAN SSOSTATL SiSTAT. SOSTAT. PERENCANAAN
| | | |
1 1 1 1
Eelompolk Jabatan Helompolk Jabatan Helompok Jabatan Eelompok Jabatamn
Fungsional dan Fung=sional damn Fung=ional damn Fung=sional dan
Pelaksana Pelaksama Pelalk=ana Pelalk=nmn

Fj. BUPATI BUTON TENGAH,

UF, M.Si.



Lampiran : Peratursm Bupath Butorn Tengssihn

HMormmor

Tarsral :

Termtarng D Busuman Orsanicasi dan Tata Herja Dinas Tenags Hergjs
dam Transmisras=i FHakbupaten Buton Tengakh

BAGAN

STEUEKTUR ORGANISAST DINAS
TENAGA HERJA DAN TREANSMIGRAST
HABTUPATEN BUTON TENGAH

HEPALA

SEHRETARIS
1
EELCODECYE
JABRATAN 1 —————— —
FUNGSIONAL | 1
SR BACTAN Helomp-ok Jabatan
Fungsiomal dam
Felalko s~
TTEETTEE DA
HEFECAmaTaN [ 1 1 [ |
| 1 1 |
ErDranNc EIDANG EIDANG EIDANG
FPEILATIEAN,
FENEMNMFATAN, FERENCANSAAR PENSGEMEAN GAN
INDUOSTERLAL — HAW ASA N
PRODUETIFITAS THRANTHMTCRAST TRANSMIGERAST
TENSACG:S FIER.TSA
T T T T
| 1 | |
] ] ] ]
Helompol JTabatan Helompolk Jabatan Helompolk Jabatan Helompolk Jabatan
Fungsional dan Fung=zional dan Fungsional dan Fung=zional dan
Felalkoana Felalkoanms Felalkozanm Felalkzanm

| Ty |

FPj. BUPATI EUTON TENGAK,

UF, M.Si.



Larmpirar - Peraturan Bupati Buton Tengah

Mormor -

Tangz=al - ___}

Tentarngs - SBusunan Crpanisasi dan Tata Kerja Dhnas Pemberdasgyaan Peremplian
darn Perlindungan Anal Kabupaten Buton Tengak

BAGAN
STRUKTUER ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDTUNGAN ANAK
HABUPATEN BUTON TENGAH

HEFALA

DINAS
SEERETARIS
|
HE LN OE
JABATAN |
FUNGSIONAL I )
HKelom polk
SUEB BAGLAN Jabatam
Fungsicnal damn
TTRITTRE Th AT Felaksana
1 1 1 1
BIDLANG EBIDATNG EIDANG BIDANG
;LU&LITA'U; HIDTE DATA DAN TNFORMAST PELWMMENLTEHATN FHAF PPEEI.EHI{.IJH(}I;%H H[_i"H
HITALITAS HELTTARGA GE D HHTSUOS ANAF
Helompok Jabatam Helecmpok Jabatamn Helompok Jabatam Helompolk Jabatam
Fungsional dam Fungsional dam Fungsional dam Fungsional dam
Pelalk=sana Pelalksana Pelaksama FPelaksamna
| TUPTDy |
Fj. BUFATI EUTON TENGAH,

W\ ZARN
N

ANDEMUHAMMAD YSUF, M.Si.
LS




Lammpiran Peraturan Bupati Buton Tengah

MNomor : -
Tamg=al :
Tentang : Susunan Organizasi dan Tata Kerja Dinas
Pangan Kabupaten Buton Tengakh
BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PANGAN
EABUPATEN BUTON TENGAH
EEPALA
SEHRETARIS
]
EELOMPOE
JABATAN |
FUINGSIONAL | |
STUE BAGIAN Eelompok Jabatan
Fungsional dan
UMUM DAN Felaksana
FEPECAWALAN [ [ 1 [ |
] ] ] ]
EIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
HETERSEDLAAN DAN DISTRIBUSI DAN szmm DaAN B
NGANEHARAGANA HEAMANAN PANGAN
CADANGAN
HERAWANAN PANGAN PANGAN N DAN
|
1
Helompok Jabatan Helompok Jabatan KHelompok Jabatan Helompolk Jabatan
Fungsicnal dan Fungsional dan Fungsional dan Fungsional dan
Pelaksana Pelaksana Pelaksana FPelaksana
[ 1 1 [ | [ 1 1 [ | [ 1 1 [ | [ 1 1 [ |

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

UF, M.Si.



Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah

HNomor
Tangszal :
Tentang : Busunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah
BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS
LINGKUNGAN HIDUP
HAEUPATEN BUTON TENGAH
KEFALA
SEERETARIS
]
EELOMPOK
JABATAN |
FUNGSIONAL | |
SUE BAGIAN Kelompok Jabatan
Fungsional dan
Pelaksana
UMUM DAN
EEPEGAWAIAN | | | | |
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENGELOLAAN PENGENDALIAN PENANTAAN DAN
TATA LINGEUNGAN SAMPAH DAN LIMEAH FENCEMARAN DAN PENINGEATAN
B3 EERUSAHAN LH HAPASITAS LH
I I I I
| | | |
'] '] '] ']
Helompok Jabatan Helompok Jabatan Helecmpok Jabatan Heleompok Jabatan
Fungsional dan Fungsional dan Fungsional dan Fungsional dan
Pelaksana FPelaksana Pelaksana Pelaksana
UFTD

Fj. BUFATI BUTON TENGAH,
/,i-./;/f!_r P: :;\;\*:»,

v ~3 AN

/ ?f XA

EMUHAMMAD YJ/SUF, M.Si.



Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah

Nomor

Tanggal

Tentang : Busunan Organizasi dan Tata Kerja Dinas KEependudulcan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Tengah

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BUTON TENGAH

HEFALA
SEHRETARIS
HELOMPOE
JABATAN
FUNGSIONAL | |
SUB BAGIAN Helompak SUE BAGIAN
Jabatan
Fungsional
dan Pelak=sana
UMUK DAN EEUANGAN DAN
EEPEGAWAIAN | | | EELENGEAPAN
] ] ] ]
EBIDANG EIDANG EIDANG BIDANG
FENGOLAHAN
P:ﬁLﬁ?ﬁ.‘I:AN PELAYTANAN INFORKMASI PEMANFAATAN DATA
- UDUK PENCATATAN SIFIL ADMINISTRASI DAN INOVASI PELATANAN
HEPENDUDUEAN
| | | |
! ! ! !
Helompok Jabatan Helompok Jabatan Helompok Jabatan HKelompok Jabatan
Fungsional dan Fungsional dan Fungsional dan Fungsional damn

Pelaksana FPelaksana FPelaksana Felaksana

Fj. BUFATI BUTON TENGAH,

UF, M.Si.



Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah

Nomor :

Tanggal

Tentang : Busunan OUrganizacsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayasn
Masyaralat dan Desa Kabupaten Buton Tengah

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BUTON TENGAH

HKEPALA
SEKRETARIS
HELOMPOK
JABATAN |

FUNGSIONAL | |

SUB BAGIAN SUE BAGLAN
TMUM DAN PERENCANAAN
EEPEGAWAIAN DAN EEUANGAN
BIDANG BIDANG BIDANG

PEMERINTAHAN DESA M UI FSAH A ONOMI HERE B'L;i:-:jq];;ﬂios
SY T, EDa& DAN THG PEMBERDATYAAN HELUARGA

Helompok Jabatan Helompok Jabatan Helompok Jabatam
Fungsional dan Pelaksana Fungsional dan Pelaksana Fungsional dan Pelaksana
L 1 1T [ [ [ | L1 T [ [ [ | I
UFTD

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

EMUHAMMAD YUSUF, M.Si.

A\




Lampirsm

Nomor

Tarngs=al :

Tentang : Susuman COrgamizasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Pendudalc
dam Heluarga Berncans Kakbupaten Buton Tengah

: Peratursm Bupati Buton Tengskh

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BUTON TENGAH

HEFPALA
DINAS
1
SENRETARIS
1
HELOMPOE
JABATAN 1
FUNGSIONAL | |
SUR BAGIAN SUE BAGLAN
TR DA FERENCANAAN
HEPEGAWALAN DAN EEDANGATN
| ]
BIDARG BIDANG BIDANG

FENGEDALIAN PENDUDTE

EELTARGA EERENCANA

Helompolk Jabatan
Fung=sional dan Pelak=zana

EHelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana

EETAHANAN DNAN
HESEJAHTERAAN HELITTARGA

Helompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana

FPj. BUPATI BEUTON TENGAH,

= =
o =y

20 P 2
S

/o

UF, M.Si.



Peraturan Bupati Buton Tengakh

HNomor ;
Tangs=al H
Tentsme - Busuman Crpanisasi dam Tata Herja Dimas
Perlhulbumngan Kakbupatern Buton Tengakh
BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KABTUPATEN BEUTON TENGAH
EEPALS:A
SEHRETARIS
|
HELOMPOE
JTABATAN 1
FUNGSIONAL | |
SUE BAGILAN STUE BAGLAN
HEFEGAWATAN PERENCANAAN
DiAaN TIRITFRI AN HELTANGSN
BIDANG BIDANG

PENGEMEANGAN DA
T
LALD LINTAS DAN ANGHETFTAN =E ATAN

SE L Helompolk Jabatan Fongsional

dam Pelalksana
LAILT LINTAS

SEEKSI SEKSI
ANGEHEUTAN DARAT LINGHUNGAN PERHUBUNCAN
SEKESI

Helompok Jabatan Fungsiomnal
dam Pelakbsana

EESELAMATAN

Pj. EUPATI BUTON TENGAH,




BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIEASI,
INFORMATIEA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

EABUPATEN BUTON TENGAH

HEPALA

Lampiran
Nomor
Tamgzal
Tentang

SEERETARIS

Eelompok Jabatan
Fumngsional dan
Felaksana

Eelompok Jabatam
Fungsional dan
Pelaksana

Eelompok Jabatan
Fumngsional dan
FPelaksana

Helompok Jabatan
Fungsional dan
FPelaksana

EELOMPORE
JABATAN ——
FURGSIONAL | i
SUE BAGIAN Sub Hoordinator
dan Eelompolk
UMM DAN Jabatan
HEPEGAWAIAN Fungsional
1 1 1 |
BIDANG BIDANG EBEIDANG BIDANG
INFORMAST PUBLIE APLIEAST
DAN DISEMINASI INFOEMATIHA DAN STATISTIK PERSANDIAN
INFORMASI SARANA HOMUNIEAST

Helompok Jabatan
Fungsional dan
Pelaksana

Eelompolk Jabatan
Fungsional dan
Pelakzana

Helompok Jabatan
Fungsional dan
Pelaksana

Helompolk Jabatan
Fungsional dan
Pelaksana

o5 ]

Fj. BUFATI BUTON TENGAH,

: Peraturan Bupati Buton Tengah

: Busumnan Organisasi dan Tata Herja Dimas Homunikasi, Informatikea,
Statistik dam Persandisn HKabupaten Buton Tengah




Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah

Nomor

Tanggal

Tentang : Susunan Organicasi dan Tata HKerja Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buton Tengah

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN BUTON TENGAH

EEPALA
SEERETARIS
]
EELOMPOK
JABATAN |
FUNGSIONAL | |
SUE BAGIAN SUB BEAGIAN
TMUM DAN PERENCANAAN
HEPEGAWAIAN DAN EEUANGAN
BIDANG EIDANG BIDANG
USAHA HECIL DAN FASIMIITASI PEMBIATAAN DAN
HOFPE I MENERGAH SIMPAN PINJAM
T T T
| | |
1 1 1
Eelompok Jabatan Kelompolk Jabatan EHelompok Jabatan
Fungsional dan Pelaksana Fungsional dan Pelaksana Fungsional dan Pelaksana

Fj. EUFATI EUTON TENGAH,

—
A2\ P 4N\

& N
O

UF, M.Si.



Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah
HMNomor :

Tangegal
Tentang : Busunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupatern Buton Tengah

BAGAN
ETRUKTUR ORGANISASI DINAESE PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADLT SATU PINTU KABEUPATEN BEUTON TENGAH

HEFPFALA

SEEEETARIS

S5UE BAGIAN

Helompok Jabatan
Fungsional dam
Felaksana

HEPEGAWAIAN DAN
TP

Helompok Jabatan Fungsional
dan Pelaksana

Fj. BUFATI EUTON TENGAH,




: Persfaran Bupati Buton Tengah

Tangesl :
: Busunan Jrganisasi dasm Tata Herja Dinss Hepermrmuadaan
dan Olakhrags Eabupatern Buton Temngakhn

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASTI DINAS
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
HKHKABUPATEN BEUTON TENGAH

EEPALA

SEERETARIS
|
HELOMNMPOER
JABATAN | I ——
FUNGSIONAL 1 1
STE BAGIAT Helompok Jabatan
Fungsional dan
DRITTRT DA Pelalk=zamns
TR AT AL | 1 [ [ [ 1]
| | | |
EBIDANG EIDANG EIDANG BIDANG
FEMBERDATSAAN FENGEMEBE AT AT FEMEBUFDMA T SN FENINGEATAN
FEMTTIIA FEMTTDMN OLAFER &GS FERSTAST OLAHRAGA
1 1 1 1
1 1 1 1
Kelompol Jabatan Kelompolk Jabatan Kelompolk Jabatan EKelocmpok Jabatan
Fungsiconal dan Fungziomnal dan Fung=ziomal dan Fumgsional dam
Pelakzamna Pelak=snmnm~ Pelak=namnm~s Pelak=nmn

TTETD
Fj. BUFATI BUTON TENGAH,

UF, M.Si.



Lampirar

- Peraturan Bupati Buton Tengah
Normor :

Tanggal

Tentang - Bucunan Organicacsi dan Tata Kerja Dinas Perpuctalcaan

dan Kearsipan Kabupaten Buton Tengah

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI DINAS
PERPUSTAHAAN DAN KEARSIPAN
KHABUPATEN BUTON TENGAH

KEPALA
]
SEEKRETARIS
]
EELOMPOE
JagatTAN
FUNGSIONAL I |

SUB BAGIAN Kelompok Jabatan

Fung=zional dan
TN DAN Pelak=zamna
EEFEGAWAILAN I I I I I
l ]

BIDANG BIDANG EIDANG
PENGEMBANGAN FELESTARIAN BEAHAN FENYELENGGARAAN
FERFUSTAHAAN PUSTAHRHA HEARSIFAN

| | |
1 1 1
Helompok Jabatamn Helompok Jabatam Helompok Jabatam
Fungsicnal dan Pelaksana Fungsional dan Pelaksana Fungsional dan Pelaksamna

TUPTD

Fj. BUFATI BUTON TENGAH .,

ANDEMUHAMMAD YISUF, M.Si.

a1



Lampiran : Peraturan Bupati Buton Tengah

Nomor :
Tanggzal : o
Tentang : Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pariwisata Kabupaten Buton Tengah
BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BUTON TENGAH
HEFALA
SEERETARIS
l
HELOMPOK
JABATAN |
FUNGSIONAL | 3
SUE BAGIAN HEelompok Jabatan
Fungsional dan
Felaksana
UM DAN
EEPEGAWAIAN | | | | |
| 1 1 |
BIDANG EBIDANG EIDANG EIDANG
PENGEMBANGAN
DESTINASI DAN PERGEMBANGAN USAHA PARIWISATA RELEMBAGAAN,
PEMASAR AN T SUMBER DAYTA
P :“?:f‘:‘ﬂ PARIWISATA DA:::: EE‘:::I?M PARIWISATA DAN
B EEONOM KREATIF
| | | |
| | | |
Helompok Jabatan HKelompok Jabatan Helompok Jabatan Helompok Jabatan
Fungsional dan Fungsional dan Fungsional dan Fungsional dan
Pelaksana Felaksana Pelaksana Pelaksana

Fj. EUFATI BUTON TENGAH,




Lampiran
Nomor
Tangzal
Tentang

BAGAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN
KABUPATEN EUTON TENGAH

HEFALA

- Peraturan Bupati Buton Tengah

- SBusunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Pertanian Kabupaten Buton Tengah

SEHRETARIS
HELOKMMOE
JABATAN |
FUNGSIONAL [ H
SUE BAGLAN Helom polk Jabatam
Fungsional damn
TUMUM DAN Felaksana
HEFEGAWALAN | | | | | |
BIDANG EIDANG BIDANG BIDANG EIDANG
PERKEBTNAN DAN FPETERNAHAN DAN PEASAFANA DDAN
TANAMAN PANGAN HORTOCUL TURAT HKHESEHATAN SAFANA PENYULTUHAN
HEWAN PERETANIAN
| | | | | |
| | | | | |
Helompok Helompolk KHelompok Kelom pok Helompok
Jabatam Jabatamn Jabatam Jabatam Jabatamn
Fungsional dam Fungsional damn Fungsional dam Fungsional dan Fungsional damn
FPelaksana FPelaksana Felaksana Felakhsana Felaksana
UPTD |

Fj. BUPATI EUTON TENGAH,

UF, M.Si.




Laropiram : Perauran Bupati Butorn Tengak
Momaor :
Tanggal :
Tentang : Busman Orpgamdicaci dam Tads Kerja Dinec Perirchectrian
damn Perdagangan FKabupaten Buaton Tengah
BAGAN
STRUEKETUR ORGANISASTI DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
EABUPATEN BUTON TENGAHN
EEFALA
SEHRETARTS
I
HELONPOE
JABAT AN
FUNGSIONAL | |
SR BAGLIAN u:;‘.l & SIE BAGILAN
Fungeionsl dan
i
UMDM DAN e KECANGAN DAN
HEPESAWAIAN FERLENG Ha AN
I I
BIDANG BITrANE BEIDANG BIDANG
PENGENDALIAN DATA PEMBANGUNAN
PERGEMEANGAN DAN INFORMASD ETMBER DATA METROLOG
FERDAGANGAN INDTSTRI INDTETRI
Helompok Jabatan Helompok Jabatan Eelompok Jabatan Helompok Jabatan
Funpgsional dan Fungsional dan Fungsional dan Funpsicoal dan
Pelakoans Pelakosns Pelalkeama Pelakoans

Fi. BUPATI EUTON TENGAH,

b=
_4/,/’ v P

Vi
//‘3\4“1

UF, M.Si.



BAGAN
STRURKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN
EKABUPATEN BUTON TENGAH

HEEFALA

SEERETARIS
I
HELOMPOE
JABATAN
FUNGSIONAL | 1
Helompalk Helompolk
SUE BAGIAN Tl hatam

Fung=ional Fumg=ional

dan Pelalocams dan Pelak=ana
ITRATE DS
EEFEEATWATLAN
[ | | [ 1 |
1 1 1 1
EIDANG BIDANG BIDANG EIDANG

FPENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PERIZTNAN, gyl

EATWASAN DAN

TSAHSA PFERIFANAN TEAHA FERTEANAN FENGOLAFATN DA PELESTEIAN SIMELER
TANGEAF EUDIDAT A FENGELOLAAN TFI DATA FEFRIKANAN
k Jabatan Eslompolk abetam Eelompok Jabatan Helompok Jabatan
Pelalbeamna Pelaksana Felakzana Pelaleoama

| wverrDd |

Fj. BEUFATI BUTCON TENGAH,

UF, M.Si.

: Peraturan Bupatn Buton Tengah

: Busuman Crganisasi dan Tata Kerja Dinas
Perlcanan Kabupaten Buton Tengah



Lagperan : Furaturan Fupasd Buton Tengah

TR : Susunan Organicac dan Tata Earja Satuan Polisi Parmaong
Fraja dan Femadam Hebakaran Kabupaten Buwn Tengah

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISTI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KHEBAKARAN KABUPATEN BUTON TENGAH

HEFALA

SENRETARIS
|
EELOMPOE
JABATAN I
FUMGSIONAT |
SITE BAGIAN SR BAGIAN
NS AN FERENCANALN AN
EETEGATALAN HETANGAR
| | | |
HIDANG EIDANG HEIDANG EIDANG
FPENCEGARAN, INVESTIHEASL
S HETERTIEAN TROTM P ERLATHA LS HEJATLAN
s DAY HETENTERAMAY HERAEARAN DN EEOAEARAK DAK
et . MASTARLEAT PERALATAN PEMTERDATALY
PENTELAMATAN MASTARAEKAT
SEHST SEF=T SERST SEHST
FEMANTATAK
BIMERGAS
TuETca B orenset remce s na mamoux
HGERDALIAN ”
PENTEGAHHAN ];;:'rﬂ:.rtamr g F e BARARAN FENGUMPULAN DATA
FERDA DAN [NFORMAST
HEEAELARAN
SEErST SERST SEHST
PENTULUH DAN
HUBUNGAN ANTARA PELATIHAK DAK ];m'r‘“' E:-: SOEIATIS&8T
LEREA G BLOETLTE 4] ﬂw' ENLEMK PERCEGAHAN
HEEAELARAN

Fj. BOPATI BUTON TENGAH,

UF, M.Si.



Lampiran : Peraturan Bupatd Buton Tengah
Homaor :
Tanggal

Tentang : Kedudulkan, Susunan Organizasi, Tugas dam Fungsi certa Tata Kerja

Badan Perencanan Pembangunan Dasrah EKabupaten Buton Tengah

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI BADAN
PERNCANAAN PEMEANGUNAN DAERAH
EABUPATEN BUTON TENGAH

HEFALA

SEERETARIS
|
HELOMPOH
JABATAN |
FUNGSIONAL | |
SUE BAGLAN Helompok Jabatan
Fungsional dan
Pelakzana
BT AR
—— | [ [ [ 1]

] ] ] ]
EIDANG BIDANG BIDANG EIDANG
F'EHGMD:‘H PEMERINTARAN DN Pmﬂi:fﬂhm, DA
EVALTAST FEMEANCGNAN INFRASTRUETUR FENGEMBANGAN

PEMBANGITBAN BLARTISLA EEWILATAAR

Helompeok Jabatan Helompok Jabatan Eelompok Jabatan Helompok Jabatan
Fungsional dam Funmgsional dan Fungsional dan Fungsional dan
Felak=ana Felaksana Felaksana Felaksana

[ [ [ ] ] [ [ [ [ ] [ [ [ [ ] [ [ [ ] 1]

Fj. EUPATI EUTON TENGAH,

=

UF, M.Si.



Lampirarn : Peraturan Bupati Buton Tengah
Nomor
Tangsal

Tentang : Busunan Organicsacsi dan Tata Kerja Badan Pengelola

Keuangan dan Aset Dasrah Kabupaten Buton Tengah

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI BADAN
PENGELOLA HEUANGAN DAN ASET DAERAH
HABUPATEN BUTON TENGAH

KEKEPALA

SEEHRETARIS
KELOMPOR
JABATAN I
FUNGSIONAL 77— f
SUR BAGIAN Helompolk Jabatamn
Fungsional dam
Felaksama
TUMUM DAN
EETEeATma [ [ 1 [ 1
BIDANG BIDANG EIDANG EIDANG
ANGEARAN PEREENDAHARAAT AHTHTANSI ASET
PENYTUSTUNAN APED
SUBBIDANG SUBBIDANG SUBEBIDANG SUBEIDANG
BE:lmfﬁEi‘;‘l;GSUHG o SASL DAN
PENYTUSUNAN APED o BEL 'L'H'-J"J. TID PERTANGGUNGJAWAR PELAPORAN ASET
o o AN PELAKSANA AFBD DAFR AR
STUBBIDANG SUBBIDANG SUBEBIDANG SUBEIDANG
PENGAD AMAN,
PENATAUSAHAATT LAPOF AT PEMELIHARAAN SERTA
ANGGARAN DAN HEAS DAERAT PENERIMA AN DDA MONITORING DN
PEMBIAYAATN BELANJA PENGHAFUSAN ASET
D AERAH

Fj. BUPATI BUTON TENGAH,




Larmmpiran
Nomor
Tangeal
Tentans

: Peraturan Bupat Buton Tengah

! Susunan Orgarnsasi dan Tata Kerja Badan Kepesawalan dan pengembangan
Sumber Daya Manusia kabupaternn Buton Terngah

BAGAN

STRUKTUR ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMEBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN BUTON TENGAH

KEPALA
SEKRETARIS
|
EKELOMPOK
JABATAMN |
FUNGSIONAL I |
SUEB BAGIAN SUE BAGIAN
U DA PERENCANAAN DAN
EEPEGAWATATN HETANGARN
EIDANG BIDANG
PENGEMBANGAN, PENDIDIFK AN DAN
PERGADSAAN DAN MUTASI PEGAWAT -

Helompok Jabatan Fungsional
dan Pelaksana

Helompok Jabatan Fungsional
dan Pelaksana




Lampiram : Peraturan Bupati Buton Tengah

Hormar

Tangsal

Tentang Sucunan Organicaci dan Tata Kerja Badamn
=]

endapatan Dasrah Kabupaten Buton Tengah

BAGAN
STRURKTUER ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH
EABUPATEN BUTON TENGAH

HEPALA
SEERETARIS
HELOMPOE

JABATAN

FUNGSIOHNAL | i
SUR BAGIAN H_tlnm]:?&: Jabatam
Fungsional dan
T DA Pelaksans
EEFEGA
WATAN | | | 1 |
BIDANG BIDANG BIDNANG
FERENCANAMN DAN PENGENDALIAN DWAN

FENGEMEANGAN AT. EVATLTAS] PENDAPATAN

FPENDAPATAN DAERMAE DAERAE
SUEEIDANG SUEEIDANG SEUEEIDANG
FPERENCANAAN PENDAPATAN PELATANAN PATAR DAERAH EVATLTAS] PENDAPATAN
DAERAF DAN RETRIBTUSI DAERAH DAERAE
SUEEIDANG SUEEIDANG SEUEEIDANG

FENGEMEANGAN PELAPORAN PENDAPATAN FENAGIHAN PENDAPATAN

PENDAPATAN DAERMAH DAERAF DAERAE
T

Fj. BEUFATI BUTON TENGAH,

UF, M.Si.



Larmpiran : Peraturan Bupah Buton lengah

Normor
Tange=l :
Tentang » Busunan Orgarnisasi dan Tata Kerja Badan Penangsulangan
Bencana Daerah Kabupaten Buton Tengah
BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BUTON TENGAH
HEFPALA
]
SEHRETARIS
]
HELOMPOYE
JABATAN
FUNGSIONAL I ]
S5UB BAGILAN SUE BAGIAN
TR DAN PERENCANAAN DAN
HEPEGAWAIAN EEUTANGAN
] ]
EIDANG BIDANG BIDANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DARTRAT DAN BFEHARBILITASI AN
HESLAPSIAGAAN LGISTIE REEORSTRUESI
] ] |
SUBBIDANG SUBEIDANG SUBEBIDANG
PENCEGATAN PENANGANAN DARURAT REHAEILITASI
SUBBIDANG SUBEIDANG SUBEBIDANG
HESLAPSIAGAAN LGISTIE REEORSTRUESI

Fj. BUPATI BUTON TENGAH,




Larnpirarn : Perataran Bupsati Buton Tengah

Nomor
Tanssal
Tentans

BAGAN
STRUKTUR ORGANISASI BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BUTON TENGAH

KEKEPALA

BEADAN

: Susunan Organisaci dan Tata Herja Badsm Hecatasn
Bangma damn Politikk Kabupatern Buton Tensgah

SEEFRETARIS

HELOMPORE
JABATAN
FUNGSIONAL I I
FPelaksana dan
Pelak=ana
- | [ 1 T |
| I | |
BIDANG EIDANG EBIDANG BIDANG
EETAHANAN,
IDEOQLOGT, WAWASAN E MI. SO . EEWASPATRWA AN
HEBANGSAAN B PARTAL POLITIEK BUDATA, AGAMA 8 NASTOMNAT. 8a
EARAKTER DATAM NEGERT o PENANGANAN
HEBANGSAAN HONFLIK
HEMASTARAHATAN
] ] 1 1
! ! ! !
Kelompok Jabatan Kelompok Jabatan Helompok Jabatan EHelompok Jabatan
Pelaksana damn Pelaksana dan Pelaksana damnm Pelaksana damn
Pelaksana Pelalk=ana FPelakzans Felalkoans

Pj. EUFATI BUTON TENGAH,

UF, M.Si.



